
Mengingat

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI NGANJUK,

a. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
merupakan aset yang sangat berharga b2gi bangsa dan negara
Indonesia;

b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam
pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh
kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu
sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun;

c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang
anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi,
perawatan, perrgasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan
rangs€rngan Pendidikan yang ilakukan secara simultan,
sitematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif Kabupaten Nganjuk;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan
Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2
Nomor 109, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dergan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2O03 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OOS-2O25
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341
sebagaimana telah diubah beberapa kali tera_khir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tenl-ang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

ib.
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13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 21 Tahun 2O22 tentang Standar penilaian
Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 460);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES /SK/Lil/
2OO4 tenlang Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA):

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
(l,embaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor g);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perryelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2O17 Nomor 1);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA
DINI HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN NGANJUK.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Kecamatan adalah wilayah ke{a camat sebagai perangkat
Daerah.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah keda kecamatan.

6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten
Nganjuk.

7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan
sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas
janin dalam kandungan sampai tahir, lahir sampai dengan usia
28 (dua puluh delapan) hari, usia I (satu) sampai dengan 24
(dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6
(enam) tahun.

8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-lntegratif adalah upaya
pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling
terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.

p.
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9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri
dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan
analorya, atau ibu dan analmya, atau keluarga sedarah dalam
garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan dera,iat
ketiga.

10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah
dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-lntegratif meflgacu pada
prinsip-prinsip, sebagai berikut:
a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
b. pelayanan yang berkesinambungan;
c. pelayanan yang nondiskriminasi;
d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan tedangkau,

serta diterima oleh kelompok masyarakat;
e. partisipasi masyaralat;
f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

(1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan
secara holistik-integratif.

(2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui:
a. Peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan

serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak
Usia Dini Holistik-lntegratif;

b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan
Pengembangan Anak Usia Dini HolistikJntegratif;)"1^

(1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-
Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan
Anak Usia Dini Holistjk{ntegratjf menuju terwujudnya ana}
Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mu1ia.

(2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-
Integratif adalah:
a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara

utuh meliputi kesehatan dan fui, rangsangan Pendidikan,
pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga
anak dapat tumbuh dan berkembang securra optimal sesuai
kelompok umur;

b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan,
penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksptoitasi di
manapun anak berada;

c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara
terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait,
sesuai kondisi wilayah; dan

d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang
tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam
upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
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c. Peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta
kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga
penyelenggara layanan, dan organisasi terkait; dan

d. Penguatan kelembrgaan dan dasar hukum, serta pelibatan
masyarakat termasuk dunia usaha dan media masa dalam
penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-lntegratif.

BAB III
STRATEGI, SASARAN DAN PEI{YELENGGARAAN

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-lntegratif meliputi:
a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama

antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan,
dunia usaha dan organisasi terkait;

c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader masyarakat,
peny elenggara dan tenaga pelayanan;

d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau dan
berkualitas;

e. intemalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman

dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga
dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak
secara optimal.

Pasal 6

(l) Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-lntegratif
adalah:
a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang

mempunyai anak usia dini;
b. kader-kader masyarakat seperli Posyandu, Bina Keluarga

Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera,
Pembilaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader
masyarakat yan g sejenis;

c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
d. Pemerintah Daerah;
e. perguru€rn tinggr, organisasi profesi, organisasi

kemasyarakatan, dan organisasi kea gamaan;
f. media massa; dan
g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan mitra

pembangunan.
(2) Usia Sasaran (anak didik) dalam Pengembangan Anak Usia

DiniHolistik-Integratif adalah :

a. Sasaran layanan Taman Penitipan Anak (TPA) adalah anak
usia3 (tiga) bulan - 6 (enam) tahun;

b. Sasaran layanan Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah anak
usia 3 (tiga) - 6 (enam) tahun;

lrl^

Pasal 5
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c. Sasaran layanan Kelompok bermain (KB) adalah anak usia
2,5 (dua koma lima)-S (lima) tahun;

d. Sasaran layanan Taman Kanak-kanak/ Roudhotul
Athfal/Bustanul Athfal (TKIRA/BA) adalah anak usia 5
(lima) - 6 (enam) tahun;

e. Sasaran layanan Bina Keluarga Balita (BklB) adalah anak
usia 0 (nol) - 5 (lima) tahun;

f. Sasaran layanan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) adalah
anak usia 0 (nol) - 5 (lima) tahun.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-
Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
a. melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini

Holistik-lntegratif;
b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara

pelayanan;
c. melakukan supervise atas kegiatan pengembangan anak

usia dini;
d. melakukan advokasi;
e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau

tenaga pelayanan; dan
f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh
Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan
berpedoman kepada nonna, standar, prosedur dan kriteria yang
telah ditetapkan.

Pasal 9

(1) Penanggung jawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia
Dini Holistik-lntegratif di tingkat Daerah adalah Bupati.

(2) Penanggung jawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia
Dini Holistik-Integratif di tingkat Kecamatan adalah Camat.

(3) Penanggung jawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia
Dini HolistikJntegratif di tingkat Desa/Kelurahan adalah
Kepala Desa/ Lurah.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangaa Anak Usia
Dini Holistik-lntegratif di Daerah dengan mengacu kepada
kebiiakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas.

tM



(2) Dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-
Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah
Daerah dapat bekerja sarna dengan Pemerintah, perguman
tinggr, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,
organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia
usaha dan anggota masyarakat.

Pasal 11

(l) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) di Daerah dapat dibentuk Gugus T\rgas
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

(2) Gugus T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berasal dari
unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial,
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanam
perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama dan
unsur lain yang terkait.

(3) Gugus T\rgas ssfegaimana dimaksud pada ayat (l)
bertanggung jawab kepada Bupati.

(4) Pembentukan Gugus Tfrgas dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundaag-undangan.

(5) Gugus T\rgas dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia
Dini Holistik-lntegratif berpedoman pada norma, standar,
prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait
serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

Pasal 12

Bupati melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia
Dini Holistik-lntegratif di Daerah kepada Ketua Gugus Tt-rgas
dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewal<tu-waktu
apabila diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Segala biaya yar,g diperlukan bagr penyelenggaraan
Pengembangan Anak Usia Dini HolistikJntegratif di Daerah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
Pemerintah Daerah dapat menerima pembiayaan dari sumber-
sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

IL

BAB V
PELAPORAN
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

ttd

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NrP. 19661227 198602 1001

BERITA DAERAH KAI}UPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 15

S an uai dengan aslinya
GIAN HUKUM

S TRISN .H. M.Si.
Pembina
NIP. 1 I 199202 | OOl
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